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DANIAL RIZKY FIRDAUS (B 111 08 264), Tinjauan 
Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Mobil (Studi Kasus di 
Kota Depok Tahun 2010-2012) di bawah bimbingan Syamsuddin 
Muchtar selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor 
yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian mobil di Kota 
Depok serta  bagaimana upaya yang dilakukan aparat penegak 
hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian mobil di 
Kota Depok. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Depok, Propinsi Jawa 
Barat, dimana penulis melakukan wawancara dan mengambil data 
secara langsung dari Kepolisian Resor Kota Depok, Kejaksaan 
Negeri Kota Depok maupun Pengadilan Negeri Kota Depok yang 
menangani kasus kejahatan pencurian mobil serta data lain relevan 
yang berupa tinjauan kepustakaan yang penulis peroleh dari 
berbagai literatur, buku-buku.serta peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan masalah tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian, penulis peroleh data bahwa 
kejahatan pencurian mobil di Kota Depok dari tahun 2010-2012 
disebabkan oleh adanya kelalaian pemilik mobil yang menyimpan 
atau memarkir mobil sembarangan, sehingga memberikan 
kesempatan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan serta faktor 
ekonomi karena pelaku tidak mampu bersaing untuk memenuhi 
kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum 
sehingga pelaku memilih melakukan pencurian khususnya mobil. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Depok khususnya 
untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian mobil Pihak 
Kepolisian melakukan razia/Operasi Penertiban kelengkapan  
kendaraan bermotor (sweeping) khususnya mobil secara rutin di 
beberapa lokasi yang di ketahui menjadi tempat yang rawan terjadi 
kejahatan pencurian mobil, mengadakan penyuluhan mengenai 
bahaya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor khususnya 
mobil, baliho-baliho iklan layanan masyarakat yang berisi himbauan 
kepada anggota masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak dari era 
Kaisar Gudea (2360-2350 SM) yang merupakan pembuat kodifikasi 
Urukagina (kodifikasi tertua di dunia) sampai kodifikasi terbaru di era 
globalisasi ini, telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan 
untuk memahami penyebab terjadinya dan untuk menghapusnya. Studi-
studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam 
perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan 
diperlukan. (Skripsi Fadli Ramadhani,  2013 ; 1)   
 Kejahatan menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu perilaku yang 
bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah 
disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). 
Menurut Utrecht, kejahatan adalah tindakan manusia dalam 
pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh 
masyarakat ditengah manusia itu hidup (Abintoro Prakoso, 2013:84).  
Sejarah mencatat berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan 
para ahli dalam pengembangan ilmu kriminologi melalui pelacakan teks-
teks yang berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui asal mula serta 
memberikan gambaran kepada kita urgensi dari ilmu kriminologi ini. 
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Pidana merupakan nestapa (penderitaan) yang dialamatkan kepada 
seseorang yang melakukan sebuah tindakan pidana atau kejahatan yang 
dilakukan akibat melanggar sebuah peraturan perundang-undangan.  
Akibat hal tersebut mereka harus mendapatkan sanksi tegas dari Negara.. 
Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah 
pencurian. 
Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. sebagai negara 
yang berdasarkan hukum, sistem hukum yang kita miliki semestinya dapat 
mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan 
sosial yang terjadi di masyarakat. Meskipun konsep-konsep hukum 
tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu 
sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain 
karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu 
perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang tidak 
merata dan menyeluruh sehingga membuat penerapan hukum di 
masyarakat menjadi tidak optimal dan terkadang disalahgunakan untuk 
memenuhi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. 
Di dalam masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda 
dan kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi seperti kebutuhan sandang 
dan pangan baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan 
kehidupan maupun untuk sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau 
sebagai peningkatan status sosial, bekerja diharapkan dapat menjadi jalan 
untuk memenuhi hasrat tersebut. 
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Semakin banyak orang yang bekerja, semakin banyak pula 
kendaraan khususnya mobil yang dibutuhkan baik sebatas sebagai 
sarana transportasi ataupun sebagai sarana meningkatkan status sosial di 
masyarakat, dengan meningkatnya jumlah kendaraan khususnya mobil, di 
tambah dengan beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan 
sandang dan pangan tersebut membuat manusia memilih melakukan 
tindakan melawan hukum seperti melakukan kejahatan pencurian. Banyak 
alasan yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan 
pencurian, salah satu faktor yaitu di lihat dari strata sosial dalam hal 
ekonomi melemah, dimana kebutuhan yang semakin mendesak membuat 
pelaku memilih melakukan kejahatan pencurian. 
Aturan mengenai kejahatan pencurian mobil secara khusus tidak 
atau belum diatur dalam suatu undang-undang, tetapi dalam hal ini 
kejahatan pencurian mobil termasuk dalam kategori pencurian 
sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHPidana), buku ke 2 titel XXII  mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 
KUHPidana. Bentuk pokok delik pencurian sebagaimana di atur pada 
Pasal 362 KUHPidana adalah pencurian yang dapat menjerat seseorang 
yang  melakukan kejahatan pencurian dan memberikan sanksi pidana 
berupa pidana penjara. 
Salah satu kota di Indonesia dimana kejahatan pencurian mobil 
sering terjadi, baik dari segi kualitas, kuantitas, jenis, modus, motif 
ataupun akibat dari terjadinya kejahatan adalah Kota Depok, di Provinsi 
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Jawa Barat, yang telah mengakibatkan keresahan dan mengganggu 
keamanan serta ketertiban di masyarakat. 
Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan oleh penulis pada 
tanggal 06 September 2014 di Kantor Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok, terjadi kejahatan 
pencurian mobil yaitu pada tahun 2010 terjadi kasus kejahatan pencurian 
sebanyak 17 kejadian, pada tahun 2011 terjadi sebanyak 10 kasus 
kejahatan pencurian mobil dan pada tahun 2012 terjadi sebanyak 12 
kasus kejahatan pencurian mobil. 
Berbagai macam modus dan motif dari para pelaku ini menarik 
perhatian penulis untuk dikaji dan dianalisis secara mendalam, karena 
banyaknya objek curian maka penulis membatasinya pada  mobil. 
Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan skripsi yang berjudul 
“Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan pencurian mobil (Studi 
Kasus di Kota Depok Tahun 2010-2012)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada 
proposal ini adalah: 
1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian 
mobil di Kota Depok? 
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2. Apakah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah 
terjadinya kejahatan pencurian mobil di Kota Depok? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui apakah faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan pencurian mobil di Kota Depok 
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan aparat 
penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian 
mobil di Kota Depok. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan 
juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater 
kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
2. Sebagai masukan bagi masyarakat umum dan aparat penegak 














A. Pengertian Kriminologi 
Istilah Kriminologi di temukan oleh P.Topinard (1830-1911) 
Seorang ahli antropologi asal Prancis (A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010: 1), 
secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau 
penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, Maka kriminologi 
adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat. 
Asal mula Perkembangan kriminologi berasal dari penyelidikan C. 
Lombroso (1876), Lombroso menurut pompe dipandang sebagai salah 
satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Casare 
Baccaria, namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa 
penyilidikan secara ilmiah   tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso 
melainkan dari Adolhe Quetelet, seorang Belgia yang mempunyai 
keahlian di bidang Matematika, bahkan dari dialah berasal “statistic 
Kriminil”yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian dalam 
memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan dinegaranya 
(Andi Muhammad Alfiansyah, 2013: 6) 
Pendapat J.Constant (A.S Alam, 2010:2) kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi 
sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.  Menurut W.A. Bonger (Topo 
7 
 
Santoso dan Achjani Zulfa, 2003:9) bahwa kriminologi adalah “ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya”. Melalui defenisi ini W.A. Bonger membagi kriminologi menjadi 
kriminologi murni yang mencakup : 
a. Antropologi Kriminal 
Merupakan Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat 
(somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas 
pertanyaan tentang orang jahat, bagaimana tanda-tanda yang 
terdapat dalam tubuh? Apakah antara kejahatan dan suku bangsa 
mempunyai hubungan. 
b. Sosiologi Kriminil 
Adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat. Pokok permasalahan yang di bahas dalam ilmu 
pengetahuan ini batasan dimana sebab-sebab kejahatan dalam 
masyarakat. 
c. Psikologi Kriminil 
Merupakan Ilmu Pengetahuan tentang penjahat dari sudut 
pandang kejiwaannya. 
d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil 
Adalah Ilmu Tentang penjahat yang sakit jiwa atau penyakit syaraf. 
e. Penology 




Sutherland (Topo Santoso dan Achjani Zulfa, 2001:10) 
merumuskan kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan 
yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. 
“( The body of knowledge regarding crime as a social phenomenom)”. 
Bahwa kriminologi “mencakup proses-proses perbuatan hukum, 
pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum”.  
 
Sedangkan kriminologi di bagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu : 
a. Sosiologi Hukum 
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan 
diancam dengan suatu sanksi. Disini menyelidiki tentang sebab-
sebab kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya (khususnya 
hukum pidana) 
b. Etiologi Kejahatan 
Merupakan cabang ilmu kejahatan yang mencari sebab-musahab 
dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan 
kajian yang utama. 
c. Penologi 
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi 
Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan 
usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif. 
Menurut William III dan Marliyn Mcshane (Lilik Mulyadi, 2007:84) 
Teori kriminologi di klasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : 
a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (makro theories). 
Pada asasnya, teori-teori ini mendiskrepsikan korelasi antara 
kejahatan dan struktur masyarakat. 
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b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret.Teori ini ingin 
menjawab mengapa seseorang/kelompok dalam masyarakat 
melakukan kejahatan atau kriminal. 
c. Beidging theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori 
makro / mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan 
bagaimana seseorang menjadi penjahat. 
Selain Klasifikasi di atas, Frank. P. William III dan Mchane (Lilik 
Mulyadi, 2007:84) juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi 
menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu: 
a. Teori Klasik Dan Teori Positivis 
Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur 
pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivis terfokus 
kepada patoogi criminal, penanggulangan dan perbaikan prilaku 
kriminal individu. 
b. Teori Sruktural dan Teori Proses 
Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi 
dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim di sebut 
strain theories karena, “their assumpution that a disorganized 
siciety creates strain which leads to deviant behavior”. Tegasnya, 
asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan 
ketegangan dan dapat mengarah penyimpangan terhadap tingkah 
laku, Dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat. 
c. Teori Konsensus 
Teori Konsensus mengunakan asumsi dasar bahwa dalam 
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masyarakat terjadi consensus/persetujuan sehingga terhadap 
nilai-nilai bersifat umum kemudian disepakati secara bersama-
sama. 
Pemikiran teoritik Kriminologi dapat di bagi secara garis besar 
mashab (http://apakabar@clark.net) yaitu: 
a. Mashab Klasis  
Yang mempelopori adalah Cesare Bonesana Ma Beccalla (1738-
94) dan di modifikasi oleh Mashab Neo-Klasik melalui Code Penal 
1819. Pada Mashab ini melihat manusia „sebagai mempunyai 
kebebasan memilih perilaku dan selalu bersikap rasional dan 
hedoristik (cenderung menghindari segala sesuatu yang 
menyakiti). Menurut pandangan ini pemidanaan adalah cara untuk 
menanggulangi kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa suatu 
kejahatan dapat di kurangi dengan hukuman atau dengan sanksi 
yang keras. 
b. Mashab Positivis 
Yang mempelopori adalah Cesare Lambrosso (1835-1909) 
dianggap sebagai awal pemikiran ilmiah Kriminologi tentang sebab 
musabab kejahatan. Mashab ini berkeyakinan bahwa perilaku 
manusia disebabkan faktor-faktor biologis, sebagian besar 
merupakan pencerminan karakteristik dunia sosial kultural di mana 
manusia hidup. Dalam teori ini bahwa kejahatan yang dilakukan 
oleh seseorang biasa disebabkan oleh pengaruh-pengaruh baik 
dari dalam maupun dari luar sehingga para pelaku kejahatan tidak 
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dapat hanya di pidana saja, akan tetapi harus lakukan dengan 
menyelesaikan penyebabnya terlebih dahulu jadi dalam teori ini 
harus bisa mencari mengapa seseorang melakukan kejahatan. 
c. Mashab Kritikal 
Menurut Mashab ini tidak penting manusia itu bebas memilih 
perilaku atau manusia itu terkait secara biologis Sosial kultural. 
Menurut mereka jumlah perbuatan pidana/kejahatan yang terjadi 
maupun karakterisktik para pelakunya di tentukan terutama oleh 
bagaimana hukum pidana itu di rumuskan dan dilaksanakan. 
Dalam mashab ini yang menentukan baik buruknya adalah siapa 
yang berkuasa pada saat itu. Segala peraturan adalah dari orang 
yang berkuasa pada saat itu. 
Di samping itu tedapat pula Kriminologi terapan (Topo Santoso dan 
Eva Achjani Zulfa, 2003:10) yaitu : 
a. Higiene criminal  
Higiene kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah 
terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan 
hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. 
b. Politik kriminil 
Politik kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan, dimana 
kejahatan telah terjadi. Disini dilihat dari sebab-sebab melakukan 
kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi maka usaha 
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yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka 
lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. 
c. Kriminalistik (policie scientific) 
Ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan 
pengusutan kejahatan. 
G.H. Sutherland (R.Soesilo, 1985:1) mengemukakan bahwa 
kriminologi adalah “Keseluruhan pengetahuan yang membahas 
kejahatan sebagai suatu gejala sosial”. Pembahasan tersebut termasuk 
proses pembuatan undang-undang. Proses-proses ini meliputi tiga aspek 
yang merupakan suatu kesatuan hubungan-hubungan sebab akibat yang 
saling berhubungan. 
Wolfgang,Savitz, dan johnston (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2001:12), defenisi Kriminologi adalah : 
”Sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang 
gejala kejahatan dengan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah 
keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan 
faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku 
kejahatan serta reaksi yang berhubungan terhadap keduanya‟. 
Menurut noach (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:12) 
bahwa krimonologi adalah: 
“ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang 





Lanjut W.A. Bonger (1934) mengemukakan bahwa kriminologi adalah: 
“sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-
sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Menurut Bonger, mempelajari kejahatan seluas-luasnya termasuk 
patologi sosial”. 
 
Savitzdan John (Romli Atmasasmita, 1984:83) mengemukakan 
bahwa Kriminologi adalah : 
“Suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah 
dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, 
pola-pola, dan faktor-faktor sebab-musabab yang berhubungan 
dengan kejahatan dan penjahat, serta sosial terhadap keduanya”. 
 
G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984) mengemukakan 
defenisi kriminologi bahwa : 
“Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab akibat, perbaikan 
dan pencegahan kejahatan, sebagai gejala manusia dengan 
menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan, 
tugas, kriminologi merupakan sasaran atau sarana untuk mengetahui 
sebab-sebab kejahatan dan akibatnya mempelajari cara-cara 
mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan”. 
 
Michael dan edler (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,2003:12) 
memiliki pendapat bahwa kriminologi adalah : 
“Keseluruhan keterangan tentang suatu hal yang diperoleh mengenai 
perbuatan dan sifat dari penjahat, lingkungan dan cara mereka 
diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggota masyarakat”. 
 
Wood (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003:12), bahwa 
Kriminologi meliputi :  
“Seluruh pengetahuan berdasarkan teori atau pengalaman, yang 
bertalian dengan perbuatan jahat termasuk di dalamnya reaksi dari 




Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky menambahkan bahwa 
sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa 
tentang : 
1. Sifat dan Luas Kejahatan, 
2. Sebab-sebab kejahatan, 
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana, 
4. Ciri-ciri penjahat, 
5. Pembinaan penjahat, 
6. Pola-pola kriminalitas, dan akibat kejahatan atas perubahan sosial. 
 
B. Pengertian Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan Dari Segi Yuridis 
Kejahatan dari segi yuridis mengacu pada hukum pidana, 
kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau 
barang siapa yang terkena rumusan norma hukum pidana yang 
telah memenuhi unsur-unsur delik, mereka atau barang siapa yang 
yang dianggap melakukan tindakan yang dapat dihukum (di 
Indonesia berarti sesuai dengan KUHP atau peraturan perundang-
undangan di luar KUHP). 
Pengertian kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, tidak ada satu definisi pun yang menjelaskan tentang 
pengertian kejahaatan tersebut. Dalam Buku II Kitab Undang-
undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan 
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manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya Pasal 
338 KUHPidana :”Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling 
lama lima belas tahun”. 
Pengertian kejahatan terbagi 2 (dua) yaitu pengertian 
kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara 
sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah 
suatu perbuatan/tingkah laku yang bertentangan dengan undang-
undang. Sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang 
dimaksudkan dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah-
laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan 
ketertiban 
Kejahatan dalam pengertian yuridis membatasi sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan 
dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. 
Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum 
pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas 
perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu 
merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu 
kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang 
pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang 
diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger 
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menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial 
yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian 
derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan 
hukum (legal definitions) mengenai kejahatan (Topo Santoso dan 
Achjani Zulfa, 2012:14). 
Hasskel dan Yablonsky mendefinisikan kejahatan dari segi 
yuridis sebagai berikut: 
a. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum 
yang diketahui oleh polisi yang dipertegas dalam catatan-catatan 
penahanan atau peradilan serta data-data yang diperoleh dari 
orang-orang yang berada dari dalam penjara atau parole. 
Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak 
melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian dari catatan 
apapun; 
b. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud 
perilaku anti sosial; 
c. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang 
pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu 
sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana); 
d. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak 
adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam 




2. Kejahatan Menurut Kriminologi 
Menurut Kriminologi, kejahatan adalah perilaku manusia 
yang melanggar norma (hukum pidana atau kejahatan, (criminal 
law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, 
sehingga tidak dapat dibiarkan. 
Kriminologi menaruh perhatian terhadap pelaku yang diputus 
oleh pengadilan, dalam white collar crime termasuk yang 
diselesaikan non penal, perilaku yang perlu didiskriminasi, populasi 
pelaku yang ditahan, tindakan yang melanggar norma, dan 
tindakan yang mendapat reaksi sosial. 
Beberapa ahli menguraikan kejahatan dalam arti kriminologi, 
diantaranya yaitu  ( Abintoro Prakoso, 2013: 79-81 ) : 
a. Gerofalo, merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran 
perasaan-perasaan kasih. 
b. Thomas melihat kejahatan dari sudut pandang psikologi sosial 
sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas 
kelompok di mana pelaku menjadi anggotanya. 
c. Radecliffe-Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu 
pelanggaran tata cara yang menimbulkan dilakukannya sanksi 
pidana. Sedangkan menurut Bonger, kejahatan merupakan 
perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan 
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dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan/ 
hukuman atau tindakan. 
d. Paul Tappan memandang dari segi hukum mengemukakan 
bahwa kejahatan adalah: An intentional act in violation of the 
criminal law (statutory or case law), comitted without defence or 
excuse, and penalized by the state as a felony and misdeminor. 
Pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik 
secara kesengajaan maupun kelalaian. 
e. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah 
perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan 
yang merugikan negara dan negara bereaksi terhadap perbuatan 
tersebut dengan memberikan hukuman sebagai upaya untuk 
mencegah dan memberantasnya. 
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Penyebab Kejahatan dapat timbul karena  beberapa faktor, 
yaitu: 
1. Faktor pembawaan 
Bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau 
bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan 
karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia 
seperti keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang 
tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan 
orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 
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Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan 
tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa 
ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya 
mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan 
kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. 
Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 
tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks 
seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang 
ekonomi. Sedangkan antara umur 30 sampai 50 di mana manusia 
telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka 
sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan 
kekuasaan, dan seterusnya. 
2. Faktor lingkungan 
Socrates mengatakan “bahwa manusia masih melakukan 
kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata 
baginya”. 
Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan 
di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat 
penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada 
pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun 
akan kencing berlari oleh karena itu menciptakan lingkungan yang 
20 
 
harmonis adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang, 
masyarakat maupun negara. 
Menurut H.Romli Atmasasmita (2010;23-62), membagi teori-teori 
penyebab kejahatan ke dalam 5 bagian, yaitu ; 
1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association)  
Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh 
seorang ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 
dalam bukunya  Principle Of Criminology. Sutherland menemukan 
istilah differential association untuk menjelaskan proses belajar tingkah 
laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja 
melakukan kontrak (hubungan) dengan “definition favorable to volation 
of law” atau dengan ”definition unfarotble to violation of law”. Rasio dan 
defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-
pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan 
seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu 
jalan hidup yang diterima. 
2. Teori Anomi 
Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi 
kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan 
secara merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori 
anomi dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu: 
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(1) Cultural as piration atau culture goals yang diyakini berharga untuk 
diperjuangkan, dan  
(2) Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai tujuan 
itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, 
dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna 
mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan 
perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah 
kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut           
a structural explanation). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu 
taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan 
melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah 
yang memberikan tekanan tadi.  
3. Teori Kontrol Sosial  
Teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif 
yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, 
pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikuensi 
dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat 
sosiologis, antara lain: struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok 
dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda 
dengan teori kontrol lainnya. 
  Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam 




a. Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali 
kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi 
konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai 
kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula, yaitu : 
penjahat. 
b. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah 
membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan 
berorientasi pada sistem. 
c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru 
khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja. 
4. Teori Labeling 
Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan 
teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis 
atau pandangan yang bersifat relatif; Backer beranggapan bahwa 
pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori  
Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum 
dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari Labeling Theory. 
Lamert membedakan dua jenis tindakan menyimpang: penyimpangan 
primer (primer deviations) dan penyimpangan sekunder (secondary 
deviations). 
Menurut Schrag (Romli Atmasasmita; 2010: 50-51) menyimpulkan 
teori Labeling sebagai berikut: 
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a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat 
kriminal. 
b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan 
sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan. 
c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-
undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa. 
d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat 
baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian: kelompok criminal dan non 
criminal. 
e.  Tindakan penangkapan adalah awal dari proses Labelling. 
f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan 
pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya. 
g. Usia, tingkat social ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan  keputusan  dalam  sistem peradilan utama. 
h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak 
bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap 
mereka yang dipandang sebagai penjahat. 
i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi 
dengan citra sebagai deviant dan subkultur. 
5. Teori Paradigma Studi Kejahatan 
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Simeca dan Lee dikutip dari Robert F. Meier 1977, p.21 (Romli 
Atmasasmita; 2010: 53), mengetengahkan tiga perspektif tentang 
hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak 
dan tiga paradigma  tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah  
consensus,  pluralist, dan  perspective conflict. Prinsip-prinsip yang dianut 
oleh perspektif consensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positif 
dari studi kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positif 
menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah 
disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu yang 
bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang yang memiliki 
pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah laku sama sehingga 
sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia. 
Teori Kejahatan menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 
(2003: 35),  terdiri dari bebertapa aspek, diantaranya yaitu: 
1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis 
a. Cesare Lombroso (1835-1909) 
Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak 
tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju 
suatu studi modern penyelidikan mengenai sebab-sebab 
kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa 
penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang 
berbeda dengan nonkriminal. Lambroso mengklaim bahwa para 
penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang 
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termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu 
bentuk awal dan evolusi.  
Teori Lambroso (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 
2003:38) tentang born criminal (penjahat yang dilahirkan) 
menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang 
lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang 
mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak 
dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat 
dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata 
ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, 
sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. 
Lambroso (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2003:38) 
beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang 
besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada 
umumnya dimiliki makhluk karnivora yang merobek dan 
melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari 
para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, 
sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka 
untuk menggerakkan tubuh mereka di atas tanah. 
b. Enrico Ferri (1856-1929) 
Ferri (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2003:39) 
berpendapat bahwa “kejahatan dapat dijelaskan melalui studi 
pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti 
26 
 
ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial 
(seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis)”. Ferri 
juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi 
dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi 
perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan 
bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya. 
c. Raffaele Garofalo (1852-1934)  
Garofalo menelusuri akar tingkah laku kejahatan bukan 
kepada bentuk-bentuk fisik, tetapi kepada kesamaan psikologis 
yang dia sebut sebagai moral anomalies (keganjilan-keganjilan 
moral). Menurut teori ini, kejahatan-kejahatan alamiah (natural 
crimes) ditemukan di dalam seluruh masyarakat manusia, tidak 
peduli pandangan pembuat hukum, dan tidak ada masyarakat 
yang beradab dapat mengabaikannya. Kejahatan demikian, 
mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari probity/ 
kejujuran (menghargai hak milik orang lain). 
d. Charles Buchman Goring (1870-1919) 
Goring (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2003:41) 
menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan-perbedaan 
signifikan antara para penjahat dengan non penjahat kecuali 
dalam hal tinggi dan berat tubuh.” Para penjahat didapati lebih 
kecil dan ramping. Goring menafsirkan temuannya ini sebagai 
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penegasan dari hipotesanya bahwa para penjahat secara 
biologis lebih inferior, tetapi dia tidak menemukan satupun tipe 
fisik penjahat. 
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis 
a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow  
Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 
pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka 
teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang 
yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka 
tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan 
mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa 
ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi 
reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. 
b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)  
Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip 
dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan yaitu: 
1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami 
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak 
mereka, 
2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-




3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari 
konflik psikologis. 
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis. 
Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif 
Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan-alasan 
perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, 
yang menekankan pada perspektif strain dan penyimpangan 
budaya. 
a. Emile Durkheim  
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah 
dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha 
mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama 
lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat 
sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern 
dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan 
satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-
harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan 
tindakan dan harapan orang lain. 
b. Robert K. Merton  
Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang 
berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas 
tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas 




D. Teori Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga bagian 
pokok, yakni: 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan 
dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat hilang 
meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori 
NKK, yakni; Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya, 
ditengah malam pada saat lampu merah lalulintas menyala, maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalulintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal 
ini selalu terjadi dibanyak negara seperti Singapura, Sydney, dan 






Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor 
tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian 
kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam 
upaya preventif Kesempatan ditutup. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. 
E. Kejahatan Pencurian. 
1. Pengertian Pencurian 
Hingga saat ini, belum ada ahli Hukum Indonesia yang 
merumuskan definisi pencurian. Hal ini disebabkan karena adanya 
kualifikasi dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab 
Undang - Undang Hukum Pidana. 
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Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang berkaitan 
dengan kejahatan terhadap harta kekayaan orang, kejahatan 
pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHPidana), yang merumuskan “sebagai tindakan  
mengambil barang seluruhnya  atau sebagian milik orang lain, 
dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum” (Wirjono 
Prodjodikoro, 2008 : 10) 
2. Jenis – Jenis Pencurian. 
Pencurian menurut KUHPidana  terdiri dari 5 (lima) yaitu: 
a. Pencurian Biasa. 
Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi: 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud 
akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 
tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.  
 
Menurut R. Soesilo (Kitab Undang – Undang Hukum 
Pidana, 1995:249): 
1. Elemen-elemen “pencurian biasa” adalah sebagai berikut: 
a. Perbuatan “mengambil”. 
b. Yang diambil harus “sesuatu barang”. 




d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 
“memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan 
hak). 
2. “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya 
waktu pencuri mengambil barang  itu, barang tersebut belum 
ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki, itu 
barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini 
bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHPidana). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, 
apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang 
baru saja memegang barang itu, dan belum berpindah 
tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan 
tetapi ia baru “mencoba” mencuri. 
3. “Sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk 
pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, 
kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk 
pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan 
tetapi dialirkan di kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu 
mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil 
beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak 
dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai 
rambut tidak ada harganya. 
4. Barang itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. 
“sebagian kepunyaan orang lain” misalnya: A bersama B 
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membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan 
B, disimpan di rumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan 
B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, 
kemudian “dicuri” oleh B. Suatu barang yang bukan 
kepunyaan seseorang yang tidak menimbulkan pencurian, 
misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang 
yang sudah “dibuang” oleh yang punya yang bersangkutan. 
5. “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud 
untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang 
orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di 
jalan kemudian mengambilnya, bila waktu mengambil itu 
sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk 
pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa 
barang itu akan diserahkan ke polisi, akan tetapi semenjak 
datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak 
diserahkan ke polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372 
KUHPIDANA), karena waktu barang itu dimilikinya sudah 
berada ditangannya. 
b. Pencurian Pemberatan. 
Pasal 363 KUHPidana menentukan bahwa: 
a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, 
dihukum: 
1. Pencurian hewan.  
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2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, 
kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, 
pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. 
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan 
oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau 
bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang 
punya).  
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih.  
5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk 
ketempat kejahatan itu dan dapat mencapai barang untuk 
diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau 
memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
b. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan 
salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.  
Pencurian dalam Pasal ini dinamakan “pencurian dengan 
pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam 




c. Pencurian Ringan. 
Pasal 364 menentukan bahwa: 
“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363                
No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, 
asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam 
pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, maka jika harga 
barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, 
dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara 
selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya                
Rp. 900,-.” 
Ini adalah “pencurian ringan”, yaitu: 
1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), asal harga barang 
yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-. 
2. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 364 sub 
4), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-. dan 
3. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya 
dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 
363 sub 5 KUHPidana), jika: harga tidak lebih dari Rp. 250,- 
dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya. 
Dengan demikian, pencurian yang meskipun harga barang 
yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 250,-, tidak bisa menjadi 
pencurian ringan, yaitu: 
a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1); 
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b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain-lain 
(Pasal 363 sub 2); 
c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang 
berada di situ tidak dengan setahunya atau kemauannya 
orang yang berhak (Pasal 363 sub 3); dan 
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365). 
Pengertian hewan terdapat dalam Pasal 101 KUHPidana 
sebagai berikut : ”yaitu semua binatang yang berkuku satu, 
binatang yang memamah biak dan babi, yang masuk binatang 
berkuku satu yaitu kuda, keledai, dan sebagainya. Binatang yang 
memamah biak antara lain: sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan 
sebagainya. Harimau, anjing, kucing, tidak masuk dalam golongan 
hewan”.  
Pengertian malam hari, adalah seperti yang terdapat Pasal 
96 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut : “Yang disebut 
malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit”. 
Pengertian rumah menurut R.Soesilo (1995:251) adalah 
sebagai berikut : 
“Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk 
berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan 
sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami 
siang dan malam, tidak masuk dalam pengertian rumah, 
sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang 





Pengertian dengan pekarangan tertutup menurut R.Soesilo 
(1995:251) adalah sebagai berikut : 
“Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya 
terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, 
pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak 
perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama 
sekali” 
Misalnya: 
1. B mencopet di pasar dari saku baju orang sebanyak Rp. 20,- = 
pencurian ringan; 
2. A dan B (dua orang) mencopet di pasar dari saku baju orang 
sebanyak Rp. 23,- = pencurian ringan; 
3. A pada waktu siang, dengan tidak setahu yang berhak, masuk ke 
dalam rumah orang melalui pintu yang terbuka saja, dan mencuri 
dalam rumah itu barang seharga Rp. 24,- = pencurian ringan; 
4. Jika pencurian tersebut C di atas ini dilakukan pada waktu 
malam, maka bukan pencurian ringan, tetapi pencurian dengan 
pemberatan (Pasal 363 sub 3), karena dilakukan pada waktu 
malam, dalam rumah dan maksudnya dengan tidak setahu yang 
berhak. 
Harga itu “tidak lebih dari Rp. 250,-“, jadi persis Rp. 250,- 
masuk pencurian ringan. Pencurian barang yang harganya tidak 
dapat dinilai dengan uang, tidak masuk sebagai pencurian ringan. 
d. Pencurian dengan Kekerasan. 
Pasal 365 KUHPidana menentukan  bahwa: 
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, 
dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu 
atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada 
kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut 
melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya 
barang yang dicuri itu tetap, ada di tangannya.  
 
(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 
a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam 
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada 
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rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan.  
b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama 
atau lebih.  
c. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu 
dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan 
jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian 
jabatan palsu.  
d. Jika perbuatan itu menjadikan orang mendapat luka berat.  
 
(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan 
jika karena perbuatan itu ada orang mati.  
 
(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau 
penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika 
perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau 
mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan 
disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 
dan 3.  
Ini adalah “pencurian dengan kekerasan”. Tentang 
“kekerasan”, dapat dilihat pada Pasal 89 KUHPidana. Dalam hal ini 
termasuk pula: mengikat orang yang punya rumah, menutup di 
dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan 
ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat 
dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu 
dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan 
pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan 
bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan 
diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. 
Seseorang mencuri dengan merusak rumah, tidak masuk dalam hal 
ini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. 
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Seorang copet setelah mencuri dimaki-maki oleh orang yang 
melihat dan karena sakit hati lalu memukul orang itu, tidak 
termasuk dalam hal ini, sebab kekerasan (memukul) itu untuk 
membalas sakit hati, bukan untuk keperluan di atas. 
Pencurian dan kekerasan di dalam kereta api atau trem 
(bukan bis), termasuk dalam Pasal ini, asal kereta api itu  sedang 
bergerak (berjalan), jika sedang “berhenti”, tidak masuk di sini. Jika 
pencurian dengan kekerasan itu berakibat orang meninggal, 
ancaman hukumannya diperberat. “Kematian” di sini bukan 
dimaksudkan oleh si pembuat, apabila “kematian “ itu dimaksud 
(diniat) oleh si pembuat, maka ia dikenakan Pasal 339 KUHPidana. 
Bandingkan “pencurian dengan kekerasan” (Pasal 365 KUHPidana) 
dengan “pemerasan” (Pasal 368 KUHPidana). Jika dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan itu si pemilik barang 
“menyerah” lalu memberikan barang kepada orang yang 
mengancam, maka hal ini masuk “pemerasan” (Pasal 368); akan 
tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau 
ancaman tersebut tidak menyerah dan kemudian pencuri 
mengambil barangnya, maka ini termasuk “pencurian dengan 
kekerasan” (Pasal 365 KUHPidana). 
e. Pencurian dalam Lingkungan Keluarga. 
Pasal 367 menentukan bahwa: 
(1) Jika perbuatan atau pembantu salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini ada suami (isteri) orang yang 
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kena kejahatan itu, yang tidak bercerai meja makan dan 
tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau 
pembantu itu tak dapat dituntut hukuman. 
 
(2) Jika ia suaminya (isterinya) yang sudah diceraikan meja 
makan tempat tidur atau harta benda, atau sanak atau 
keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang 
lurus, maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat 
yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan 
penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang 
dikenakan kejahatan itu. 
 
(3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak 
dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka 
ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu.  
 
Ini adalah “pencurian dalam kalangan keluarga”. Pencurian 
atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau isteri 
tidak dihukum, oleh karena kedua orang itu sama-sama memiliki 
harta benda suami isteri. Hal ini didasarkan pula atas alasan tata 
susila. Bahwa tidak pantas dua orang yang telah terikat dalam 
suatu hubungan suami isteri, pertalian yang amat erat yang biasa 
disebut perkawinan itu oleh penuntut umum (wakil pemerintah) 
diadu satu melawan yang lain di muka sidang pengadilan. Baik 
mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Sipil, 
maupun yang tunduk pada hukum adat (Islam), selama tali 
perkawinan itu belum terputus, maka pencurian antara suami isteri 
tidak dituntut. 
Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-undang 
Hukum Sipil (B.W.) berlaku peraturan tentang “cerai meja makan” 
yang berakibat bahwa perkawinan masih tetap, akan tetapi 
kewajiban suami isteri untuk tinggal barsama serumah ditiadakan. 
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Dalam hal ini, maka pencuriannya oleh suami atau isteri dihukum 
pula, akan tetapi harus ada pengaduan dari suami atau isteri yang 
dirugikan (delik aduan). Hukum adat (Islam) Bangsa Indonesia tidak 
mengenal perceraian meja dan tempat tidur ataupun perceraian 
harta benda. Oleh karena itu bagian Pasal 367 KUHPidana yang 
mengenai suami isteri yang bercerai meja dan tempat tidur atau 
harta benda tidak dapat diberlakukan pada mereka yang tunduk 
pada hukum adat (Islam). Terhadap pencurian antara suami isteri 
yang tunduk pada hukum adat (Islam) selalu tidak mungkin 
diadakan penuntutan, dan pencurian demikian tidak pernah 
merupakan delik aduan. Dalam kedua hal tersebut di atas, apabila 
suami isteri itu sudah bercerai sama sekali, maka pencurian itu 
dituntut dengan tanpa pengaduan. 
1. Jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah 
sanak keluarga, yang tersebut pada alinea dua dalam Pasal ini, 
maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari 
orang yang memiliki barang itu. 
2. Tentang “keluarga sederhana”. “keluarga perkawinan, “turunan 
lurus”, “turunan menyimpang” dan “pengaduan”, lihat catatan 
pada Pasal 72 yaitu “turunan menyimpang mencakup bapak 
dan kakek, “turunan menyimpang” mencakup saudara laki–laki, 
saudara perempuan, saudara ibu, atau saudara bapak, baik 
laki-laki maupun perempuan. 
42 
 
Misalnya: seorang anak yang mencuri barang bapaknya atau 
seorang kemenakan yang mencuri harta benda mamaknya 
(adat minangkabau) itu adalah delik aduan. 
3. Kejahatan “sekongkol” (menadah) dalam Pasal 480 
KUHPidana yang dilakukan oleh seorang anak pada 
pencurian harta benda bapaknya sendiri itu bukan delik 
aduan, jadi tetap dituntut, meskipun bapaknya tidak 
mengadu (tidak menghendaki tuntutan itu). 
F. Kejahatan Pencurian Mobil 
Kejahatan pencurian mobil adalah suatu perbuatan dimana 
seseorang dengan sengaja mengambil mobil milik orang lain untuk 
memilikinya secara melawan hukum. Kejahatan pencurian mobil 
secara khusus tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi 
secara umum diatur KUHPidana dan Pasal 362, yang mengatur 
tentang penjelasan mengenai pencurian, kejahatan pencurian mobil 
termasuk kedalam kejahatan terhadap harta benda (crime againt 
property) yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian.  
Sanksi terhadap pencurian sebagaimana yang diatur dalam 
KUHPidana dan Pasal 363 nomor 3 disertai dengan nomor 4 dan 5 
yang dilakukan aleh dua orang atau lebih maka perbuatan tersebut 








A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepolisian Resor Kota Depok, 
Kejaksaan Negeri Depok, dan Pengadilan Negeri Depok. Dengan 
melakukan penelitian di tiga lokasi yang berbeda penulis dapat 
memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil 
penelitian yang objektif dan berkaitan dengan objek penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang akan digunakan yaitu : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan 
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak terkait yakni 
kepolisian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang 
berkaitan dengan objek kajian seperti literatur-literatur, 
dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan 





C. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: 
1. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan 
dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan 
dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang 
dijadikan sebagai landasan teoritis. 
2. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara 
atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya 
jawab terhadap nara sumber atau petugas kepolisian. 
D. Analisis Data 
Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan 
kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan 
pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. 
Perangkat yang dianalisis atau dikaji yakni data yang termasuk 
dalam kelompok data primer maupun sekunder. Analisis data ini 
terfokus pada KUHPidana Pasal 362 s/d Pasal 365 menyangkut 
kejahatan pencurian atau hukum materiil dan formil lainnya, khususnya 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan Pencurian Mobil 
Di  Kota Depok  
A.1. Sejarah Kota Depok 
Kota Depok pada awalnya merupakan sebuah dusun 
terpencil ditengah hutan belantara dan semak belukar. Pada 
tanggal 18 Mei 1696 seorang pejabat tinggi VOC, CORNELIS 
CHASTELEIN, membeli tanah yang meliputi daerah Depok serta 
sedikit wilayah Jakarta Selatan, Ratujaya  dan 
Bojonggede. CORNELIS CHASTELEIN mempekerjakan sekitar 
seratusan pekerja. Mereka didatangkan dari Bali, Makassar, Nusa 
Tenggara Timur, Maluku, Jawa, Pulau Rote serta Filipina. 
Selain mengelola perkebunan, CORNELIS CHASTELEIN 
juga menyebarluaskan agama Kristen kepada para pekerjanya, 
lewat sebuah Padepokan Kristiani. Padepokan ini 
bernama  De  Eerste  Protestante  Organisatie van  Christenen, 
disingkat DEPOK.  Dari sinilah rupanya nama kota ini 
berasal.  Sampai saat ini, keturunan pekerja-pekerja Cornelis dibagi 















Tahun 1871 Pemerintah Belanda mengizinkan daerah 
Depok membentuk Pemerintahan dan Presiden sendiri setingkat 
Gemeente (Desa Otonom). Keputusan tersebut berlaku sampai 
tahun 1942.  Gemeente Depok diperintah oleh seorang Presiden 
sebagai badan Pemerintahan tertinggi. Di bawah kekuasaannya 
terdapat kecamatan yang membawahi mandat (9 mandor) dan 
dibantu oleh para Pecalang, Polisi Desa serta Kumitir atau Menteri 
Lumbung.  Daerah teritorial Gemeente Depok meliputi 1.244 Ha 
(seribu dua ratus empat puluh empat hektar), namun  dihapus pada 
tahun 1952 setelah terjadi perjanjian pelepasan hak antara 
Pemerintah Republik Indonesia dengan pimpinan Gemeente 




Sejak saat itu, dimulailah pemerintahan Kecamatan Depok 
yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) 
wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian pada tahun 1976 
perumahan mulai dibangun di Kota Depok oleh Perum Perumnas 
yang kemudian diikuti dengan dibangunnya kampus Universitas 
Indonesia (UI), serta meningkatnya perdagangan dan Jasa yang 
semakin pesat sehingga diperlukan kecepatan pelayanan. 
Pada tahun  1981 Pemerintah membentuk Kota Administratif 
Depok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 
yang peresmiannya pada tanggal 18 Maret 1982 oleh Menteri 
dalam Negeri (H. Amir Machmud) yang terdiri dari 3 (tiga) 
Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Desa, yaitu : 
1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu: 
Desa Depok, Desa Depok Jaya, Desa Pancoran Mas, Desa 
Mampang, Desa Rangkapan Jaya, Desa Rangkapan Jaya 
Baru. 
2. Kecamatan Beji, terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Beji, 
Desa Kemiri Muka, Desa Pondok Cina, Desa Tanah Baru, Desa 
Kukusan. 
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu : Desa 
Mekarjaya, Desa Sukma Jaya, Desa Sukamaju, Desa Cisalak, 
Desa Kalibaru, Desa Kalimulya. 
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Selama kurun waktu 17 (tujuh belas) tahun Kota Administratif 
Depok berkembang pesat baik dibidang Pemerintahan, 
Pembangunan dan Kemasyarakatan. Khususnya bidang 
Pemerintahan semua Desa berganti menjadi Kelurahan dan 
adanya pemekaran Kelurahan, sehingga pada akhirnya Depok 
terdiri dari 3 (Kecamatan) dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan, yaitu : 
1. Kecamatan Pancoran Mas, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, 
yaitu : Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan 
Pancoran Mas, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan 
Rangkapan Jaya Baru. 
2. Kecamatan Beji terdiri dari (enam) Kelurahan, yaitu :  Kelurahan 
Beji, Kelurahan Beji Timur, Kelurah Pondok Cina, Kelurahan 
Kemirimuka, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Tanah Baru. 
3. Kecamatan Sukmajaya, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan, 
yaitu : Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Suka Maju,. Kelurahan 
Mekarjaya, Kelurahan Abadi Jaya, Kelurahan Baktijaya, 
Kelurahan Cisalak, Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Kalimulya, 
Kelurahan Kali Jaya, Kelurahan Cilodong, Kelurahan Jati 
Mulya, Kelurahan Tirta Jaya. 
Dari tahun 1982-1999, penyelenggaraan pemerintah Kota 
Administratif Depok mengalami pergantian Kepemimpinan sebagai 
berikut : 
1. Drs. Moch Rukasah Suradimadja (Alm)        (Walikotatif)    1982 – 1984 
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2. Drs. H.M.I Tamdjid                                         (Walikotatif)    1984 – 1988 
3. Drs. Abdul Wachyan                                      (Walikotatif)    1988 – 1991 
4. Drs. Moch. Masduki                                       (Walikotatif)   1991 – 1992 
5. Drs. H.Sofyan Safari Hamim                          (Walikotatif)   1992 – 1996 
6. Drs. H. Yuyun WS                                          (Plh  Walikotatif) 1996 – 1997 
7. H. Badrul Kamal                                             Walikotatif)   1997 – 1999 
Semakin pesatnya perkembangan dan tuntutan aspirasi 
masyarakat yang semakin mendesak agar Kota Administratif Depok 
ditingkatkan menjadi Kotamadya dengan harapan pelayanan 
menjadi maksimum. Disisi lain Pemerintah Kabupaten Bogor 
bersama-sama Pemerintah Propinsi Jawa Barat memperhatikan 
perkembangan tersebut, dan mengusulkannya kepada Pemerintah 
Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang 
pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok yang ditetapkan 
pada tanggal 20 April 1999, dan diresmikan tanggal 27 April 1999 
berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II Depok yang dipercayakan kepada Drs. H. Badrul 
Kamal yang pada waktu itu menjabat sebagai Walikota Kota 
Administratif Depok. Momentum peresmian Kotamadya Daerah 
Tingkat II Depok dan pelantikan pejabat Walikotamadya Kepala 
Daerah Tingkat II Depok dapat dijadikan suatu landasan yang 
bersejarah dan tepat untuk dijadikan hari jadi Kota Depok.  
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Sejak tahun berdirinya Kota Depok pada tahun 1999 sampai 
dengan saat ini penyelenggaraan pemerintah Kota Depok telah 
mengalami pergantian Kepemimpinan sebagai berikut : 
1. H. Badrul Kamal           (Walikota) : 1999  - 2004 
2. Nurmahmudi Ismail  (Walikota) : 2004 – 2009 
3. Nurmahmudi Ismail   (Walikota) : 2009 – 2015 
Berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 1999 Wilayah 
Kota Depok meliputi wilayah Administratif  Kota Depok, yang terdiri 
dari 3 (tiga) Kecamatan sebagaimana tersebut di atas di tambah 
dengan sebagian wilayah Kabupaten  Daerah Tingkat II Bogor, 
yaitu : 
1. Kecamatan Cimanggis, yang terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 
12 (dua belas) Desa, yaitu: Kelurahan Cilangkap, Desa Pasir 
Gunung Selatan, Desa Tugu, Desa Mekarsari, Desa Cisalak 
Pasar, Desa Curug, Desa Hajarmukti, Desa Sukatani, Desa 
Sukamaju Baru, Desa Cijajar, Desa Cimpaeun, dan Desa 
Leuwinanggung. 
2. Kecamatan Sawangan, yang terdiri dari 14 (empat belas) Desa, 
yaitu: Desa Sawangan, Desa Sawangan Baru, Desa Cinangka, 
Desa Kedaung, Desa Serua, Desa Pondok Petir, Desa Curug, 
Desa Bojong Sari, Desa Bojong Sari Baru, Desa Duren Seribu, 
Desa Duren Mekar, Desa Pengasinan Desa Bedahan, dan 
Desa Pasir Putih. 
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3. Kecamatan Limo yang terdiri dari 8 (delapan) Desa, yaitu: Desa 
Limo, Desa Meruyung, Desa Cinere, Desa Gandul, Desa 
Pangkalan Jati, Desa Pangkalan Jati Baru, Desa Krukut, dan 
Desa Grogol. 
4. Ditambah 5 (lima) Desa dari Kecamatan Bojong Gede, yaitu: 
Desa Cipayung, Desa  Cipayung  Jaya, Desa  Ratu  Jaya, Desa  
Pondok Terong dan Desa Pondok Jaya. 
Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintahan yang 
berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota 
Jakarta menjadikannya sebagai wilayah penyangga Ibu Kota 
Negara yang diarahkan untuk Kota Pemukiman, Kota Pendidikan, 
Pusat Pelayanan Perdagangan dan jasa, Kota Pariwisata dan 
sebagai kota resapan air. 
Secara geografis, Kota Depok terletak pada koordinat 6o 19‟ 
00” – 6o 28‟ 00” Lintang Selatan dan 106o 43‟ 00” – 106o  55‟ 30” 
Bujur Timur. Secara geografis, Kota Depok berbatasan langsung 
dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Bogor, 
Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang Selatan atau berada dalam 
lingkungan wilayah Jabotabek. Bentang alam Kota Depok dari 
selatan ke utara merupakan daerah dataran rendah perbukitan 
bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50-140 (lima puluh 
sampai dengan seratus empat puluh) meter diatas permukaan laut 
dan kemiringan lerengnya kurang dari 15% (lima belas persen). 
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Kota Depok sebagai wilayah termuda di Jawa Barat, 
mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km2 (dua ratus koma dua 
puluh sembilan kilo meter persegi). Kondisi geografisnya dialiri oleh 
sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane serta 13 
(tiga belas) sub Satuan Wilayah Aliran Sungai. Disamping itu 
terdapat pula 25 (dua puluh lima) situ. Data luas situ pada tahun 
2005 sebesar 169,68 Ha (seratus enam puluh sembilan koma 
enam puluh delapan hektar), dengan kualitas air rata-rata buruk 
akibat tercemar. Kondisi topografi berupa dataran rendah 
bergelombang dengan kemiringan lereng yang landai 
menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, terutama 
kawasan cekungan antara beberapa sungai yang mengalir dari 
selatan menuju utara: Kali Angke, Sungai Ciliwung, Sungai 
Pesanggrahan, dan Kali Cikeas. 
Kota Depok, yang pada awalnya hanya sebuah Kecamatan 
yang berada di lingkungan Kewedanaan (Pembantu Bupati) 
wilayah Parung Kabupaten Bogor, kemudian berkembang menjadi 
sebuah kota besar seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk 
yang bermigrasi dari wilayah sekitarnya, khususnya perpindahan 
penduduk dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Kota Depok serta 
perkembangan pembangunan, yang diawali dengan pembangunan 
perumahan oleh Perum Perumnas, kemudian kampus Politeknik 
Negeri Jakarta dan kampus Universitas Indonesia kemudian 
pembangunan perumahan oleh berbagai pengembang swasta dan 
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kampus-kampus universitas swasta maupun akademi swasta 
seperti Universitas Guna Darma, Kampus Bina Sarana Informatika 
dan lainnya membawa akibat pada semakin meningkatnya jumlah 
penduduk yang bermigrasi dari kota-kota lain di Indonesia, 
khususnya perpindahan penduduk dari DKI Jakarta ke wilayah Kota 
Depok.  
Hal tersebut telah mengakibatkannya terjadinya peningkatan 
diberbagai bidang kehidupan baik yang positif maupun yang 
negatif. Peningkatan di dalam kehidupan masyarakat yang bersifat 
positif, diantaranya yaitu: 
a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Kota Depok, sebagai 
akibat meningkatnya perekonomian masyarakat, yang pada  
awalnya masyarakatnya mayoritas usahanya bertani menjadi 
masyarakat yang heterogen dengan berbagai bidang usaha, 
mulai dari petani, pedagang, pegawai negeri, pegawai swasta, 
pengusaha dan lain sebagainya;  
b. Meningkatnya mutu pendidikan bagi masyarakat Kota Depok, 
hal ini dikarenakan semakin banyaknya sekolah-sekolah yang 
didirikan di kota Depok baik negeri maupun swasta mulai dari 
Taman Kanak-kanak sampai perguruan tinggi, misalnya 
Universitas Indonesia, Universitas Guna Darma, Kampus Bina 
Sarana Informatika, serta perguruan tinggi lainnya yang 
dibangun oleh pihak swasta; 
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c. Meningkatnya gaya hidup, akibat terjadinya peningkatan taraf 
hidup/ekonomi masyarakat dimana di Kota Depok saat ini 
sudah banyak dibangun pusat perbenjaan (misalnya mal) serta 
meningkatnya pelayanan terhadap kesehatan masyarakat 
karena di Kota Depok kini telah banyak berdiri Rumah Sakit 
baik Rumah Sakit Pemerintah Daerah maupun Rumah Sakit 
Swasta. 
Sedangkan akibat yang bersifat negatif diantaranya yaitu 
meningkatnya : 
a. Tindak kejahatan (tindakan kriminal), baik berupa kejahatan 
terhadap orang seperti pembunuhan dan perkosaan; 
b. Jumlah anak jalanan serta penyandang masalah sosial lainnya 
seperti pengamen, pengemis dan premanisme; 
c. Kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian baik 
pencurian di rumah-rumah warga (maling), pencurian 
kendaraan bermotor baik berupa kendaraan roda dua (sepeda 
motor) maupun kendaraan roda empat (mobil), baik pencurian 
biasa maupun pencurian dengan kekerasan; 
d. Tindak kejahatan lainnya yang umumnya terjadi di kota kota 
besar, seperti penipuan, hipnotis dan kejahatan lainnya.     
Sebagai kota yang berbatasan langsung dengan ibukota 
negara, Kota Depok menghadapi berbagai permasalahan 
perkotaan, termasuk masalah kependudukan. Sebagai daerah 
penyangga kota Jakarta, Kota Depok mendapatkan tekanan 
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migrasi penduduk yang cukup tinggi sebagai akibat dari 
meningkatnya jumlah kawasan permukiman, pendidikan, 
perdagangan dan jasa.  
Berdasarkan data yang tercatat pada database Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, jumlah penduduk 
kota Depok sampai dengan 25 Maret tahun 2014 adalah sebanyak 
2.007.610 jiwa dengan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini : 
 
A.2.  Tindak Pidana Pencurian Mobil di Kota Depok tahun 2010 
sampai dengan tahun 2012 
Berdasarkan Teori Sosiologi yang dinyatakan oleh Emile 
Durkheim bahwa Durkheim meyakini  “jika sebuah masyarakat 
sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan 
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kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set 
norma-norma umum, tinmdakan-tindakan dan harapan-harapan 
orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan 
harapan orang lain”, sebagaimana yang terjadi di Kota Depok, 
perubahan Kota Depok dari sebuah kota kecil yang hanya berstatus 
sebagai salah satu wilayah kecamatan dari sejumlah kecamatan 
yang ada di wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kota, dan menarik 
bagi pendatang baru untuk mencari kehidupan, namun tidak 
ditunjang dengan sumber daya masyarakat yang ada secara 
menyeluruh, sehingga ada kesenjangan kesejahteraan yang terjadi, 
yang dapat menimbulkan kerawanan dibidang kejahatan, sehingga 
bertentangan dengan harapan masyarakat yang menginginkan 
kesejahteraan dan kemakmuran, tetapi justru menimbulkan 
kesenjangan sosial yang justru meningkatnya kejahatan 
dimasyarakat, salah satunya adalah kejahatan di bidang pencurian 
kendaraan bermotor, khususnya mobil. 
Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 7, dan 8 Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Anggutan Jalan 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan: 
Pasal 1 ayat 7 berbunyi : “Kendaraan adalah suatu sarana angkut 
di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
Tidak Bermotor”.  
Pasal 1 Ayat 8 berbunyi : “Kendaraan Bermotor adalah setiap 
Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa 
mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.” 
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Pasal 1 ayat 9 berbunyi “Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap 
Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau 
hewan”. 
Untuk pencurian kendaraan bermotor Di Kota Depok sendiri 
lebih banyak pencurian sepeda motor jika dibandingkan dengan 
pencurian mobil, namun demikian pencurian mobil bersifat fluktuatif 
(kadang turun kadang naik jumlahnya dari tahun ke tahun). Pada 
umumnya modus yang digunakan pelaku pencurian mobil dalam 
menjalankan aksinya adalah dengan merusak kunci kontak. Alat 
yang digunakan untuk merusak kunci kontak adalah dengan 
menggunakan kunci letter “T” yang terbuat dari besi. Jenis mobil 
yang paling sering dijadikan target pencurian di Kota Depok adalah 
minibus. 
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terhadap pelaku 
tindakan pencurian kendaraan bermotor, khususnya mobil tidak 
diatur dalam undang-undang khusus tersendiri, akan tetapi berlaku 
ketentuan pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHPidana”) yang berlaku di 
Indonesia, yaitu tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 362 KUHPidana yang berbunyi: 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali 
atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud 
akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena 
pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun 




Apabila pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih 
sebagaimana tertera di Pasal 363 nomor 3 disertai dengan nomor 4 
dan 5 maka perbuatan tersebut dapat diancam pidana penjara paling 
lama sembilan tahun. Dan jika pencurian mobil tersebut dilakukan 
disertai dengan kekerasan maka pelaku juga dijerat Pasal 365 
KUHPidana dan diancam hukuman pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. 
Berdasarkan hasil pra-penelitian dan penelitian yang penulis 
lakukan di Kantor Kepolisian Resor (“Polres”) Kota Depok, Kantor 
Kejaksaan Negeri Depok, dan Kantor Pengadilan Negeri Depok, 
penulis menemukan fakta bahwa di Kota Depok jumlah kejahatan 
pencurian mobil yang terjadi jika dilihat dari rata-rata persentasi 
tingkat kejadian dari tahun 2010 ke 2012 mengalami 
perkembangan yang fluktuatif (turun naik), karena secara 
keseluruhan antara tahun 2010 dan tahun 2011 mengalami 
penurunan kurang lebih sebesar 41% (empat puluh satu persen), 
sedangkan antara tahun 2011 dan 2012 terjadi peningkatan kurang 
lebih sebesar 17% (tujuh belas persen). 
Dari sejumlah kasus pencurian mobil yang terjadi di Kota Depok 
pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak semua 
kasus bisa diselesaikan sampai tingkat penuntutan dan disidang di 
Pengadilan Negeri Kota Depok.  
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Berdasarkan Data Laporan Polisi Curamor R4 yang masuk 
di Polres Kota Depok pada tahun 2010 (data tersebut dapat dilihat 
pada lampiran 1), dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2010 di 
Kota Depok terjadi 17 (tujuh belas) kasus pencurian mobil yaitu 
dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini : 
                                                       TABEL 2 
Data Laporan Polisi Curanmor R4 Polres Kota Depok 
Per Kecamatan Tahun 2010 







Kecamatan Beji;   
Kecamatan Pancoran Mas;  
Kecamatan Sukmajaya; 
Kecamatan Cimanggis;  
 Kecamatan Sawangan; 







         Jumlah  17 Kasus 
     Sumber : Data Sekunder Polresta Depok 
  
Berdasarkan Data Laporan Curamor R4 yang masuk ke 
Polres Kota Depok pada tahun 2011 (dapat dilihat pada lampiran 
2), terjadi penurunan jumlah kejadian pencurian mobil yang cukup 
signifikan, yaitu kurang lebih sebesar 41% (empat puluh satu 
persen) bila dibandingkan dengan kejadian pencurian mobil pada 
tahun 2010, karena pada tahun 2011 hanya terjadi 10 (sepuluh) 




                             TABEL 3 
Data Laporan Polisi Curanmor R4 Polres Kota Depok 
Per Kecamatan Tahun 2011 






Kecamatan Beji;   
Kecamatan Pancoran Mas;  
Kecamatan Sukmajaya; 







        Jumlah 10 KASUS 
    Sumber : Data Sekunder Polresta Depok 
 
Berdasarkan Data Laporan Polisi Curamnmor R4 yang 
masuk ke Polres Kota Depok tahun 2012 (dapat dilihat pada 
lampiran 3),  bahwa pada tahun 2012 terjadi peningkatan pencurian 
mobil lebih kurang sebesar 17% (tujuh belas persen) karena dari 10 
kasus pada tahun 2011 menjadi 12 kasus kejahatan pencurian 
mobil pada tahun 2012, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada 
tabel 4 di bawah ini: 
      TABEL 4 
Data Laporan Polisi Curanmor R4 Polres Kota Depok 
Per Kecamatan Tahun 2012 








Kecamatan Beji;   




Kecamatan Tajur Halang 








        Jumlah 12 Kasus 
              Sumber : Data Sekunder Polresta Depok 
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Berdasarkan data tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa 
kejahatan pencurian mobil paling banyak terjadi di Kecamatan Beji 
dengan jumlah 11 (sebelas) kasus, kemudian di Kecamatan 
Pancoran Mas dengan 10 (sepuluh) kasus, Kecamatan Sukmajaya 
sebanyak 5 (lima) kasus dan Cimanggis sebanyak 4 (empat) kasus, 
Kecamatan Cipayung 3 (tiga), sedangkan di Kecamatan Cilodong 
dan Kecamatan Cinere masing-masing terjadi 1 (satu) kasus 
kejahatan pencurian mobil, sehingga berdasarkan data tabel di atas 
dapat disimpulkan bahwa wilayah yang paling rawan terjadi 
kejahatan pencurian mobil di Kota Depok adalah Kecamatan Beji 
dan Kecamatan Pancoran Mas serta Kecamatan Sukmajaya. Hal 
tersebut dikarenakan wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah 
terdekat dengan pusat pemerintahan dan pusat bisnis Kota Depok 
dan penduduknya juga majemuk.  
Tindak kejahatan pencurian mobil yang dilaporkan oleh 
anggota masyarakat kepada pihak kepolisian pada umumnya tidak 
dapat dilanjutkan pada proses pelimpahan perkara kepada 
Kejaksaaan Negeri maupun Pengadilan Negeri, hal ini karena 
berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak AKP 
JR Kepala Bagian Ops satuan Reskrim Polres Kota Depok pada 
tanggal 3 september 2014 dan dari kunjungan dalam rangka pra 
penelitian guna memeriksa ketersediaan data tentang kasus 
kejahatan pencurian mobil yang terjadi di Kota Depok ke Kantor 
Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal  26 Agustus 2014 bahwa 
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terhadap kasus pencurian mobil tersebut diatas tidak dapat 
ditindaklanjuti dengan melimpahkan perkara pencurian mobil 
tersebut ke Kejaksaan Negeri Kota Depok ataupun sampai ke 
Pengadilan Negeri Kota Depok, disebabkan karena pelaku 
pencurian tidak tertangkap, otomatis terhadap kasus tersebut 
hanya sampai di tingkat Polres Kota Depok.  
Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak AKP JR 
Kepala Bagian Ops Satuan Reskrim Polres Kota Depok, 
menerangkan bahwa banyak kendala yang membuat pihak 
kepolisian (Polres) Kota Depok kesulitan untuk mengungkap 
sejumlah kasus pencurian mobil di Kota Depok, diantaranya 
luasnya wilayah yurisdiksi Polres Kota Depok. Anggota masyarakat 
yang menjadi korban kejahatan pencurian mobil di Kota Depok 
tidak semua langsung membuat laporan mengenai terjadinya 
pencurian mobil tersebut ke Polres Kota Depok, tetapi melapor ke 
Polisi Sektor (“Polsek”), dikarenakan jarak Polsek lebih dekat 
dengan tempat kejadian perkara dari pada ke Polres. Wilayah 
yurisdiksi Polres Kota Depok yang cukup luas membuat Polres 
Kota Depok kesulitan melakukan koordinasi dengan Polsek yang 
ada di wilayahnya ataupun pihak kepolisian yang ada sekitarnya 
dalam upaya mencegah dan menangani serta menanggulangi 
terjadinya kejahatan pencurian mobil di Kota Depok, dan hal 
tersebut juga mempengaruhi kemampuan kepolisian untuk 
menangkap pelaku tindak pidana pencurian mobil.  
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Selain kurang atau minimnya informasi mengenai pelaku 
tindak kejahatan pencurian mobil, hal ini disebabkan pencurian 
mobil baru diketahui oleh pemilik mobil yang bersangkutan setelah 
pencurian terjadi tidak ada/kurangnya bukti ataupun saksi yang 
melihat terjadinya tindak pidana pencurian mobil; 
Berdasarkan tabel tersebut di atas juga dapat diketahui 
bahwa pencurian mobil di Kota Depok umumnya dikenakan Pasal 
363 KUH Pidana Indonesia. 
Pasal 363 ayat 1 huruf KUHP menentukan bahwa: 
c. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh 
tahun, karena: 
1e. Pencurian hewan.  
2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal 
karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-
hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. 
3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan 
oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau 
bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak 
(yang punya).  
4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih.  
5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk 
ketempat kejahatan itu dan dapat mencapai barang untuk 
diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau 
memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu 
d. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan 
salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan 
hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.  
Pencurian dalam Pasal ini dinamakan “pencurian dengan 
pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam 
hukuman yang lebih berat. 
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Tindakan sanksi ini sesuai dengan Teori Represif sebagai 
upaya penanggulangan kejahatan yaitu upaya yang dilakukan 
setelah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya 
berupa penegakan hukum (Law Enforcement) dengan menjatuhkan 
hukuman 
A.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan   
Pencurian Mobil di Kota Depok 
Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh penulis dibagian 
curanmor, yang diterangkan oleh Bapak AKP JR pada tanggal 23 
April 2015 di Kantor Polres Kota Depok di dapat keterangan bahwa 
faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian mobil di Kota 
Depok sendiri ada dua, yakni : 
1. Dari Sisi Pemilik Kendaraan yang dicuri 
a. Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Kewaspadaan Pemilik 
Mobil 
Rendahnya tingkat kesadaran, kewaspadaan dan kekurang 
hati-hatian pemilik mobil biasanya disebabkan oleh pola pikir 
pemilik kendaraan bermotor, khususnya mobil, bahwa mobil 
yang mereka miliki masih kredit atau cicilan dan/atau 
diasuransikan, sehingga mereka menjadi kurang waspada/ 
lalai serta kurang berhati-hati dalam menyimpan mobilnya. 
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih banyaknya 
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warga masyarakat (pemilik mobil) yang menyimpan atau 
memarkir mobilnya sembarangan seperti menyimpan atau 
memarkir mobil di pinggir jalan, bukan di garasi atau parkir 
pada tempat yang telah tersedia, karena mereka 
beranggapan bahwa dalam hal terjadi pencurian mobil 
miliknya masih mendapat ganti rugi dari perusahaan 
asuransi. Banyak anggota masyarakat Kota Depok yang 
memiliki mobil tapi tidak memiliki tempat menyimpan mobil 
(garasi). 
Hal ini sesuai dengan definisi kriminologi yang 
membagi 3 cabang pengertian kriminologi, salah satunya 
adalah Etiologi kejahatan yang mengartikan bahwa 
kejahatan terjadi karena ada sebab dan akibat. 
2. Dari Sisi Pelaku Kejahatan Pencurian Mobil 
   a. Faktor Ekonomi 
Faktor yang mendorong pelaku melakukan kejahatan 
pencurian mobil di Kota Depok adalah karena tuntutan 
ekonomi. Hal ini disebabkan pada umumnya pelaku tidak 
memiliki pekerjaan tetap, karena pelaku tidak mampu 
bersaing dalam mendapatkan pekerjaan, hal ini salah 
satunya disebabkan oleh rendahnya pendidikan pelaku, 
sementara kebutuhan yang harus dipenuhi terus meningkat 
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sehingga pelaku merasa satu-satunya cara untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya dan keluarganya adalah dengan 
melakukan pencurian. Pelaku pencurian mobil di Kota Depok 
ada yang pelaku tunggal ada pula yang bergabung dalam 
sindikat pencurian kendaraan mobil. Untuk di Kota Depok 
sindikat pelaku pencurian mobil ada yang berasal dari 
daerah Lampung, Serang, dan beberapa daerah lainnya. 
b. Faktor Adanya Kesempatan  
Faktor kedua yang menyebabkan terjadinya pencurian mobil 
di Kota Depok adalah adanya kesempatan, pelaku pencuarian 
yang awalnya tidak berniat mencuri, akhirnya melakukan 
pencurian ketika melihat kesempatan yang diakibatkan oleh 
kelalaian pemilik kendaraan (mobil) ditambah dengan keharusan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan/atau keluarganya, 
sehingga pelaku kejahatan pencurian mobil mempergunakan 
kesempatan tersebut untuk mencuri mobil korban 
Berdasarkan analisis tersebut diatas maka dapat dilihat 
terjadinya kejahatan dikarenakan adanya sebab akibat sesuai 
dengan pengertian kriminologi pada umumnya salah satunya 
yang diungkapkan oleh G.P. Hoefrinagrl (Mulyanna W. Kusuma, 
1984) yang mengemukan bahwa kriminologi adalah ilmu yang 
mempelajari sebab akibat kejahatan, dan akibatnya, cara-cara 
mencegah kemungkinan timbulmya kejahatan. Dan G.H. 
Sutherland (R.Soesilo, 1985;1), yang menyatakan “kejahatan itu 
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sebagai suatu gejala sosial”, maksudnya adalah kejahatan 
tersebut diakibatkan adanya kesenjangan yang ada 
dimasyarakat, salah satunya kesenjangan ekonomi antara sikaya 
dan yang kurang mampu, sehingga mengakibatkan terjadi 
kejahatan.  
B. Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Mencegah 
Terjadinya Kejahatan Pencurian Mobil Di Kota Depok 
Menurut Bapak AKP JR (wawancara tanggal 23 April 2015) 
dalam menanggulangi kejahatan pencurian mobil di Kota Depok, 
pihak kepolisian Kota Depok telah melakukan berbagai upaya baik 
yang bersifat preventif yang berupa pencegahan terjadinya 
pencurian mobil seperti : 
a. Pihak Kepolisian melakukan Razia/Operasi Penertiban 
kelengkapan dan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan 
bermotor (sweeping) khususnya mobil secara rutin di beberapa 
lokasi yang di ketahui menjadi tempat yang rawan terjadi 
kejahatan pencurian mobil, operasi ini terus dilakukan demi 
mencegah dan menertibkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, 
operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-
kendaraan bermotor khususnya mobil yang tidak memiliki 




b. Pihak kepolisian juga mengadakan penyuluhan mengenai 
bahaya tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor 
khususnya mobil; 
c. Pihak Kepolisian membuat baliho-baliho iklan layanan 
masyarakat yang berisi himbauan kepada anggota masyarakat 
untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan dan atau memarkir 
kendaraan bermotor khususnya mobil; 
d. Polres Kota Depok juga bekerja sama dengan masyarakat 
sekitar untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor khususnya mobil dengan memberi 
himbauan agar anggota masyarakat menggiatkan siskamling di 
lingkungan masing-masing.  
Maupun yang bersifat penindakan, sebagai tindak lanjut dari 
adanya laporan anggota masyarakat yang menjadi korban 
pencurian mobil, dengan berbekal data dan laporan dari anggota 
masyarakat kepada Polres Depok, seperti  dalam kasus pencurian 
mobil dengan korban yang bernama UAY sesuai laporannya 
tertanggal 7 April 2010 nomor LP 884/K/IV/2010/RD yang akhirnya 
dilimpahkan kepada instansi yang berwenang di Tangerang hal ini 
disebabkan karena setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan 
oleh Polres Kota Depok ternyata tempat kejadian perkara (locus 
delicti) berada di Tangerang. 
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Tindakan penanggulangan kejahatan pencurian ini sesuai 
dengan teori penanggulangan kejahatan, teori preventif yaitu masih 
dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya-
upaya preventif ini telah sesuai dengan yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian Resor Kota Depok. 
`Sedangkan apabila telah terjadi suatu kejahatan pencurian 
mobil maka upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak 
Kepolisian Resor Kota Depok adalah mendatangi tempat kejadian 
perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara kemudian 
melakukan penyidikan dan penyelidikan berdasarkan fakta-fakta 
yang ditemukan di tempat kejadian perkara untuk mengungkap dan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan: 
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Faktor penyebab terjadinya pencurian mobil di Kota Depok  
disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan 
kewaspadaan pemilik mobil disebabkan oleh pola pikir 
pemilik kendaraan bermotor, khususnya mobil, bahwa mobil 
yang mereka miliki masih kredit atau cicilan dan/atau 
diasuransikan, sehingga mereka menjadi kurang 
waspada/lalai serta kurang berhati-hati dalam menyimpan 
mobilnya, serta terjadinya faktor kesenjangan ekonomi, . 
karena tingginya tuntutan  ekonomi. rendahnya pendidikan 
pelaku, sementara kebutuhan yang harus dipenuhi terus 
meningkat sehingga pelaku merasa satu-satunya cara untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya adalah 
dengan melakukan pencurian.  
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Kota Depok 
khususnya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencurian 
mobil Pihak Kepolisian melakukan razia/Operasi Penertiban 
kelengkapan  kendaraan bermotor (sweeping) khususnya 
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mobil secara rutin di beberapa lokasi yang di ketahui menjadi 
tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian mobil, 
mengadakan penyuluhan mengenai bahaya tindak kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor khususnya mobil, baliho-
baliho iklan layanan masyarakat yang berisi himbauan 
kepada anggota masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam 
menyimpan dan atau memarkir kendaraan bermotor 
khususnya mobil, bekerja sama dengan masyarakat sekitar 
untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor khususnya mobil dengan memberi 
himbauan agar anggota masyarakat menggiatkan siskamling 
di lingkungan masing-masing dengan cara preventif yang 
berupa razia/operasi  dengan langsung melibatkan anggota 
masyarakat untuk semakin meningkatkan keamanan di 
lingkungan wilayahnya dengan cara meningkatkan 
siskamling serta peran aktif anggota masyarakat dalam 
upaya meningkatkan keamanan di lingkungan masing-










1. Perlu adanya peningkatan kesadaran bagi para pemilik mobil 
untuk menjaga keamanan mobil miliknya dari tindakan 
pencurian, diantaranya dengan pengaman tambahan pada 
mobil misalnya menambah kunci setir, alarm mobil, tidak 
memarkir mobil secara sembarangan dan jauh dari tempat 
pemilik mobil beraktifitas, menyimpan mobil di garasi yang 
terkunci dan bukan di sisi jalan tanpa penjagaan selain 
dengan mengasuransikan mobilnya pada perusahaan 
asuransi. 
2. Perlu dilakukan upaya yang lebih keras lagi dalam upaya 
mencegah terjadinya pencurian mobil antara anggota 
masyarakat, pemerintah Kota Depok dan para penegak 
hukum, khususnya Polres Kota Depok, untuk bisa 
berkoordinasi dengan instansi penegak hukum di wilayah lain 
agar para pelaku kejahatan pencurian mobil bisa tertangkap 
dan perlu ditindak dan dijatuhi hukuman agar kasus pencurian 
mobil di Kota Depok, khususnya dan di Indonesia pada 
umumnya dapat semakin diminimalisir.  
3. Untuk perusahaan produsen mobil disarankan untuk 
menerapkan penggunaan Immobilizer System untuk kunci 
kontak mobil yang di produksi, karena berdasarkan 
pengalaman dan informasi yang  penulis dapat dari pihak 
showroom dan bengkel salah satu perusahaan produsen 
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mobil di Kota Depok, jumlah kendaraan yang menggunakan 
Immobilizer System belum banyak. Sampai saat ini 
penggunaan Immobilizer System cukup efektif untuk 
mencegah terjadinya pencurian mobil karena modus yang 
umum dilakukan oleh pelaku kejahatan pencurian mobil di 
Kota Depok adalah dengan menggunakan kunci letter T untuk 
merusak kunci kontak mobil, sedangkan mobil yang 
menggunakan Immobilizer System walaupun kunci kontaknya 
sudah di rusak mobil tersebut tidak bisa di hidupkan sehingga 
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